PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT

SURABAYA

SALINAN
No.&/C, Tg1.30~-7-1998.
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 10 TAHUN 1997
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
DENGAN RAKHMAT TUMAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : a, bahwa dalam rangka meningkatkan
kepada masyarakat dan untuk memperlancar tugas-
tugas pemerintahan dibidang bina marga dan

Mengingat

pengendalian banjir, dipandang

pelayanan

perly

menyempurnakan dan menata kembali Organisasi

Dinas Pekerjaaan Umum Daerah sesuai

perkembangan dan kebutuhan di Daerah ;

dengan

b. bahwa dalam rangka melaksanakan maksud dalam

konsideran menimbang huruf a diatas

serta

untuk menunjang pelaksanaan titik berat otonomi
daerah di Kotamadya Daerah Tingkat Il Surabaya,
dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata

Kerja ©Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

dengan menuangkan kedalam suatu
Daerah.

: 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950

Daerah

Peraturan

tentang

Pembentukan Daerah Kota Besar dalam 1lingkungan
Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta vang telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Pemerintahan di Daerah ;

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974
Pengairan ;

4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980
Jalan ;

5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992
Perumahan Dan Pemukiman ;

6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992
Penataan Ruang ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun

tentang Tata Pengaturan Air

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

tentang Ivigasi ;

tentang

 tentang

tentang

tentang

1982

1982
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. Paraturan Pemerintah Nomor. 26 Tahun 1985

tentang Jaltan ;

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987
tentang penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan
di bidang Pekerjaan Umum Kepada Daarah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990
tentang Pengendalian Pencemaran air }

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991
tentang Rawa ; :

Peraturan Pemarintah Nomor 35 Tahun 199
tentang Sungai ;

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1882
tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan
Titik Berat Pada Daerah Tingkat 1I ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 1 Tahun
1887 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan
Utilitas Umum Dan Fasilitas Sosial Parumahan
Kepada Pemsrintah Daerah ;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Namor
§7/PRT/18%81 tentang Pelaksanaan Penyerahan
Sebagian Urusan  Pakerjaan  Umum kepads
Pemerintan Daerah Tingkat I dan Pemerintah
Daerah Tingkat II

Peraturan Menteri, Pekerjaan Umum ‘Nomor
58/PRT/1991 tentang Penyelenggaraan Pembinaan
Teknis dan Pengawasan Tehnis Bidang Pskerjaan
Umum kepada Dinas Pekarjaan Umum ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun
1982 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
1993 tentang Bentuk Peraturaaan Daerah dan
Peraturan Daerah Perubahan ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun
1993 tsntang Pola Organisasi Pemerintah Dasrah
Dan Wilayah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

1984 tentang Pedoman Organisasi Dan Tatakerja

Dinas Lingkup Peksrjaan Umum Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun
1996 tentang Percontohan Otonomi Daerah pada
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I
Surahbaya Nomor 1 Tahun 1983 tentang Organisasi
dan Tatakerja Sekretariat Kotamadya Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Dasrah
Tingkat II Surabaya.



Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ¥Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaysa.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT Il

SURABAYA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATAKERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA,

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud
dengan

a. Daerah adalah Kotamadya Dasrah Tingkat I
Surabaya

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya
Daerah Tingkat 1I Surabava ;

c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat 1I Surabaya

d. Sekretaris Kotamadya Daesrah adalah Sekrataris
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

e. Dinas Pekerjaan Umum Bina Margs Daerah adalah
Dinas  Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

f. Kepaia Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan
Umum  Bina Marga Daerah Kotamadya Daarah
Tingkat II Surabaya ;

g. Pekerjaan Umum Bina Marga adalah pembinaan atas
jalan vyaitu prasarana perhubungan darat dalam
bentuk apapun meliputi segala bagian jalan
termasuk bangunan peltengkap dan perlengkapannya
yang diperuntukan bagi 1alu lintas,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor
13 Tahun 1980 tentang Jalan.

- BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah adalah
Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang
Bina Marga dan Pengendalian Banjir;

(2) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga  Daerah
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang dalam
melaksanakan tugas berada dibawah dan
bertanggung jaweb kepada wWalikotamadya Kepala
Daerah ;



(3) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah dalam
melaksanakan tuga: berada di bawah koordinasi
adminis{rati, 3ekretatis Kotamadya Daerah.

Pasal 3

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah
mempunyai - tugas melaksanakan urusan rumah tangga
Daerah dalam bidang Bina Marga dan . Pengendalian
Banjir yang menjadi tanggung jawabnya meliputi
pengendalian operasional, . pembanhgunan,
pemeliharaan jalan dan pengenhdalian banjir serta
tugas pembantuan yang diberikan oldh Pamerintah
dan atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Timur.

Pasal 4

untuk menyelenggarakan tugas  sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas
Pékerjaan Umum Bina Marga  Daerah mempunyai
fungsi

a. perumusan perencanaan kehbhijaksanaan teknik

pembangunan dan pengelolaan, pembinaan,
pemberian bimbingan dan perizinan sesuai dengan
kebijaksanaan yang ditetapkan cleh

Walikotamadya Kepala Daerah ;

b. pengawasan dan pengendalian teknik di bidang
bina marga dan pangendalian banjir sesuat
dengan kebijaksanaan yang  ditetapkan oleh
Walikotamadya Kepaia Daerah

c. pengeiolaan tata usaha dinas ;
d. pengelolaan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana
Teknis Dinas.
BAB 1II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga Daerah tardiri dari :

a. Kapala Dinas

b. Sub Bagian Tate Usaha :
- Mrusan Umum ;

Urusan Kepegawaian ;

Urusan Keuangan ;

Urusan Perlengkapan.

i



C.

(3)

(1)

(2)

(1)
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Seksi Pengendalian Operasional :
- Sub Seksi Pepyusunan Program ;
~ Sub Séksi Perencanaan Teknik ;
- Sub Seksi Leger Jalan ;
~ Sub Seksi Pengujian Tanah dan Bahan.

. Seksi Pembangunan :
- Sub Seksi Pembangunan Jalan ;
- Sub Seksi Peningkdtan Jalan ;
- Sub Seksi Penggantian Jembatan

wa

e. Seksi Pemeliharaan
~'8ub Seksi Pemeliharaan Jalan ;
- Sub Seksi Pemeliharaan Jembatan ;
~ Sub Seksi Pemanfaatan dan Pesizinan Jalan.

f. Seksi Pengendalian Banjir

- Sub Seksi Perencanaan Saluran ;
Sub Sékst Pembangunan Saluran ;
Sub Seksi Pemeliharaan Saluran ;
Sub Seksi Pompa Banjir.

g. Ké1ompok Jabatan Fungsional.
h. Cabang Dinas :
i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) :

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga Dasrah adalah sebagaimana tercantum
pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

 BAB IV
URAIAN TUGAS

Bagian Pertama
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas dan tanggung
jawab :

a. Memimpin pelaksanaan ketsntuan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 ;

b. Memimpin dan mengkoordinasikan soluruh
kegiatan aparat Pelaksana dan Staf Dinas
Pekeriaan Umum Bina Marga Daerah,

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada
walikotamadya Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas

menyalenggarakan urusan uymum, kepegawaian,
keuangan dan nerlengkapan ;



{2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Feraturan Daerah
ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. Penyusunan anggaran, pelaporan serta pembinaan
organisasi dan tatalaksana ;

b. Pengelolaan administrasi Kkepsgawaian, surat
menyurat, keuangan, peralatan dan perlengkapan,
rumah tangga, dokumentasi dan kepustakaan ;

¢. Penyiapan data dan informasi, hubungan
masyarakat dan inventarisasi.

Pasal 9

(1) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan
urusan surat-menyurat, kearsipan, ekspedisi,
penggandaan, rumah tangga dan administrasi
perjalanan dinas ;

(2) Urusan Kepegawaian mempunya tugas
melaksanakan pengeloclaan administrasi
kepegawaian, menyusun pedoman dan tatalaksana,
dokumentasi dan perpustakaan, menyajikan data
dan informasi serta hubungan masyarakat ;

{(3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan administrasi keuangan yang
meliputi penyusuhan anggaran, pembukuan,
pertanggungjawaban serta laporan keuangan ;

(4) Urusan Periengkapan mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan
peralatan termasuk alat-alat berat,

perlengkapan kantor serta inventarisasi ;

(5) Setiap Urusan dipimpin oleh seorang Kepala
Urusan vyang dalam melaksanakan tugas berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Sub Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga
Seksi Pengendalian Operasional

Pasal 10

(1) Seksi Pengendalian Operasional mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekarjaan
Umum Bina Marga Daerah di bidang pengendalian
operasional ;
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(2) seksi Pengendalian Operasional dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan
tugas berada di bawah dan bertangguhg jawab
kepada Kepalz Dinas.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas _ sebagaimana
dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah
ini, Seksi Pengendalian Operasional mempunyal
fungsi : '

a. Pelaksanaan penyusunan program, ahalisis dan
evaluasi pengembangan jalanh

b. Pelaksanaan studi kejayakan, amdal dan
perencanaan teknik jalan ;

c. Pelaksanaan penelitian dan penyelidikan tanah
gerta bahan jalan ;

d. Pelaksanaan pengumpulan, pemutakhiran dan
penyimpanan data jalan.

Pasal 1t2

(1) Sub Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan program tahunan, lima
tahunan, rencana pengembangan jalan, analisis
dan evaluasi = status jalan, serta studi
kelayakan dan amdal ;

(2) Sub Seksi Parencanaan Teknik mempunyai tugas

melaksanakan survey struktur,  topografi,
perhitungan rencana dan gambar geometri jalan,
struktur  jalan, jembatan, ‘psnyysunan

spesifikasi teknik jalan dan jembatan serta
rencana biaya ; -

(3) sub Seksi Léger Jalan mempunyai tugas
melaksanakah survey dan péngumpulan,
pemutakhirah serta penyimpanan data jalan

(4) Sub Seksi Pehgujian Tanah dan Bahan mempunyai
tugas melaksanakan penelitian dan
penyelidikan, pengujian tanah dan bahan jalan

~serta pencgujian kualitas pekerjaan pembangunan
jalan dan jembatan ;

(5) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh secrang Kepals
Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Seksi Pengendalian Operasionhal.

Bagian Keempat
Seksi Pembangunan

Pasal 13

(1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Daerah di bidang pembangunan jalan dan
jembatan ;



(2) Seksi Pembangunan dipimpin oleh ssorang Kepala
Seksi yang dalam rrelaksanakan tugas berada di
bawah dar bDartanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

Pasal 14

_ Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah
ini, Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program dan rencana biaya
pelaksanaan ;

b. Pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan
pembangunan jalan dan jembatan ;

¢. Penelitian dan pengkajian dokumen teknik serta
evaluasi dan pelaporan pembangunan jalan dan
jembatan.

Pasal 15

(1) Sub Seksi Pembangunan Jalan mempunyai tugas
melaksanakan pengawasan, pengendalian serta
pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan
jampu penerangan jalan umum ;

(2) Sub Seksi Peningkatan Jalan mempunyai tugas
melaksana' °n nergawasan, pengendalian dan
pelaksanaan kegiatan peningkatan jatlan dan
lampu penerangan jalan umum ;

{3) Sub Seksi Penggantian Jembatan mempunyai tugas
melaksanakan pengawasan, pengendalian dan
pelaksanaan kegiatan pembangunan/penggantian
jembatan ;

(4) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Xepala
Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Seksi Pembangunan.

Bagian Kelima
Seksi Pemeliharaan

Pasal 16

(1) Seksi Pemeliharaan mempunyat tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan
Unum Bina Marga Daerah di bidang pemeliharaan
jalan dan jembatan ;

(2) Seksi Pemeliharaan dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinsas.



Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) Peraturan Daarah

ini

a.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

{2)

, Seksi Pemeliharaan mempunyai fungsi :

Penyusunan program, rencana biaya peme?iharaan
jalan dan jembatan ;

Pambinaan, pengawasan, pengendalian dan
pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan ;

Pefgawasan dan perizinan pemanfaatan jalan dan
jembatan ;

Penanggulangan jalan dan jembatan akibat
bencana alam.

Pasal 18

Sub Seksi Pemeliharaan Jalan mempunyai tugas
melaksanakan pengawasan, pengendalian dan
pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan sarta
penangguiangan kerusakan jalan akibat bencana
alam 3

Sub Seksi Pemeliharaan Jembatan mempunyai
tugas melaksanakan pengawasan, peaengendalian
dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jembatan
serta penanggulangan kerusakan jembatan akibat
bencana alam ;

Sub Seksi Pemanfaatan dan Perizinan Jalan
mempunyai tugas melaksanakan pendataan,
penelitian, pengelolaan perizinan dan

pengawasan serta pengendalian pemanfaatan
jalan dan jembatan ;

Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Seksi Pemeliharaan.

Bagian Keenam
Seksi Pengendalian Banjir

Pasal 19

Seksi Pengendalian Banjir mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga Daerah di bidang pembangunan
dan pemeliharaan saluran untuk pengendalian
banjir ;

Seksi Pengendalian Banjir dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.
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Pasal 20

Untuk  menyelenggarakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam pasal 19 Ayat (1) Peraturan Dawrah
ini Seksi Pengendalian Banjir mempunyail fungsi

4. Peryusunan Program dan rencana bBiaya untuk
pembangunan didn pemeliharaan  aaluran dan
pehgadsan pompa banjir ;

b. Pelaksdnaan = pembangunan, pemeiiharaan dan
perigeldiaan saluran dan pompa baniire

¢, Pembinaan dan pengawasan pelakaanaan
psmbangunan, pemeliharaan saluran serta
pengadaan pompa banjir ;

d. Penelitian dan pengkajian dokumen teknik serta
evaluasi dan pelaporan pembangunan,
pemaliharaan saluran den pompa banjir,

Pasal 21

(1) Sub Saksi Persncanaan Saluran msmpunyat tugas
menyusun rencana teknik dan rencana biaya
pambangunan dan pemeliharaan saluran
pengendali banjir ;

(2) Sub Seksi Pembangunan Saluran mempunyail tugas
melaksanakan pembangunan  saluran serta
pengawasan pembangunannya ;

(3) SBub Seksi Pemeliharaan Saluran mempunyai tugas
malaksanakan pembinaan, pengawasan,
pengendalian, pemeliharaan, perizinan dan
pemanfaatan saluran serta penanggulanggan
banjir akibat bencana alam ;

(4) Sub Seksi Pompa Banjir mempunyai tugas
melaksangakan = pemeliharaan, pengoparasian,
perawatan secara rutin terhadap instalasi
pempa banjir dan pengadaan saerta pengawasan
instalasi pompa banjir oleh pihak ketiga.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga Daerah sesuai dengan Keahlian dan
kesbutuhan.



(1)

(2)

(3)

(4)

_11...

Pasal 23

Kelompok  Jabatan Fungsional terdiri  dari
sejumlah tenaga dalam . jenjeng Jabatan
Fungsional yang dipimpin oleh _seotrang tenaga
fungsional senior selaku ketua kelbmpok yang
berada dibawah dan bertanggung:- jawab Kepada
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Daerah ; '

Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas
kelompok  dan Sub kelompok sesuai  dengan
kebutuhan ;

Jumlah Jabatan Fungsional d1tantukan
berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja :

Pembinaan teérhadap Tenaga Fungsional

dilaksanakan - sesuai derigan paraturan
perundang-undangan yang ber1aku_

Bagian Kedelapan

Cabang dan Unit Pelaksana Teknhis
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah

(1)

(2}

(3)

(1}

(2)

Pasal 24
Cabang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah
merupakan _unsur pelaksana yang
menyelenggarakan sebagian urusan Dinas

Pekerjaan Umum Binad Maraa bDaarah ;

Uit Pelaksana Tekhis Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga Dderdh merupakan unsur pélaksana
di ldpangan yang menyelanggardkan fungsi atau
teknis tertentu

Pembentukan Gabang dah Unit Pelaksana Teknis
Dinas Pekerjaan Umum Dasrah dapat. dilaksanakin
jikd memenuhi kriteria yang telah ditetapkan
serta mendapat persetujuan tertulis .dari
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Menteri Dalam Negeri.

BAB V
TATA KERGJA

Pasal 25

Kepala Dinas melaksanakan tugas berdasarkan
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota-
madya Kepala Daerah ;

Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan
prinsip-prinsip koordinasi, integrast,
sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam
lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Daerah maupun dengan 1instansi-instansi 1ain
dituar dinas ;



(3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi,

Kepata Urusan dan Kepala Sub Seksi
berkewaiiban melaksanhakan . prinsip-prinsip
koordineasi integrasi, sinkronisasi dan

simplifikasi sesuai dengan bidang tugas
masing-masing ;

(4) Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usabha,
Kepala Seksi, Kepaia Urusan dan Kepala Sub
Seksi, masing-masing bertanggung jawab
memberikan bimbingan atau pembinaan kepada
bawahan serta melaporkan hasil pelaksanaan
tugas menurut jenjang jabatan masing-masing.

‘ BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 26

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan: oleh
Walikotamadya Kepala Daerah setelah mendapat
persetujuan dari Gubernur Kepala  Daersh
Tingkat 1 Jawa Timur ;

(2) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian Tata \Usaha,
diangkat dan diberhentikan olseh Walikotamadya
Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas setelah
mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daarah
Tingkat I Jawa Timur :

(3) Kepala sub Seksi dan Kepaia Urusan diangkat
dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala
Daerah atas usul Kepala Dihaé :

(4) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas
Pekerjaan Unum Bina Margsa diangkat dan
diberhent ikan sesuai dengan peraturan
parundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Pegawaj Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Daerah diatur sesuai dengan Peraturan Kepegawaian
yang barilaku.

BAB VII
KEUANGAN

Pasal 28

Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah disediakan dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja 0Daerah serta
subsidi atau bantuan dari Pemerintah Tingkat
Atasan dan Lembaga Lain diluar Pemerintah Daerah
yang diperoieh secara sah.’
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BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka
Peraturan Kotamadya Daerah Tingkat I1 Surabaya
Nomor 17 Tahun 1987 yang disahkan dengan Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
tanggal 27 Juni 1988 Nomor 237/P Tahun 1988 dan
diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya Seri C Tahun 1988 tanggal 18
Juli 1288 Nomor 13/C dinyatakan dicabut den tidak
berlaku lagi.

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan
Daerah 1ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya
akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala
Daerah.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Daorah 1ini mulai berlaky pada
tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
pemerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat Il Surabaya.

Ditetapkan di S UR A B A Y A
pada tanggatl 25 FEBRUART! 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I SURABAYA TINGKAT IT SURABAYA
Ketua,
ttd. ttd.
H. HARJOSO SOEPENO H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

KOLONEL CHB.NRP.22021
Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 12 Juni 1998 Nomor 245/P Tahun 1998.
An. GUBERNUR KEPAIA DAERAH

TINGKAT I JAWA TIMUR

Asisten Ketataprajaan
ttd.

rs. SDR JASIN

Pembina Utama Madya
NIP. 510 035 499
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Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
I1 Surabaya Seri C Tahun 1998 tanggal 30 Juli 1998 Nomor 6/C.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat 1I Surabaya

ttd.
Pembina
NIP. 010 056 RB36

Salinan sasuai dengan aslinya
An. Sekritaris Kotamadya Daerah

A

MUaTTedh S - Penata TK. I
AR \1p 510 036 885
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 10 TAHUN 1997

TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

PENJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Organisasi dan
Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat 1l Surabaya.

Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum B8ina Marga
Daerah tersebut disusun berdasarkan Keputusan Menteri Dalam
Negert Nomor B0 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan
Tatakerja Dinas Lingkup Peksrjaan Umum Daerah, dengan
pshyempurnaan-pesnysmpurnaan yang disssuaikan dengan kebutuhan
di lapangan.

: Dengan semakin meningkatnya pembangunan di Kotamadya
Daerah Tingkat Il Surabaya khususnya dengan makin bertambah
panjang dan 1Tuas jalan serta saluran pematusan/saluran
pengendali banjir, tugas/beban kerja Dinas Pekarjaan Umum
Bina Marga Daerah dirasa terlalu berat. Maka dengan Peraturan
Daerah ini tugas pembangunan, pemsliharaan, perawatan,
pengawasan dan pengslclaan bangunan gedung milik
Pemerintah/Pemerintah Dasgrah . dan tugas
pembangunan/pengendalian pemeliharaan, perawatan, pengawasan
dan pengelclaan ‘tampu penerangan jalan umum tidak TYagi
menjadi tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Kkecuali
pembangunan lampu penerangan ]a1an umum yang berkaitan dengan
pembangunan/peningkatan jalan.

Pertimbangan penanganan urusan saluran pematusan/
pengendali banjir termasuk pompa-pompa banjir tetap menjadi
tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah, karena sebagian
besar saluran pamatusan/pengendali banjir di Kota Surabaya
berada di daerah miltik jalan sehingga apabila urusan tersebut
tidak menjadi tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah,
maka pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, perawatan,
pengawasan dan pemanfaatan saluran pematusan/pengendali
banjir tidak akan efektif serta tidak bisa terkendali dengan
baik.,

Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
tidak mendapat penyerahan urusan pengairan dari Pemerintah
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur , karena lahan
pertanian/sawah makin lama makin habis sehingga lambat laun
saluran pengairan akan berubah fungsi menjadi saluran
pematusan/pengendali banjiir, sedangkan saluran pengairan yang
akan berubah fungsi menjadi saluran pematusan/pengendali
banjir sebagian besar berada ditepi jalan (berada didaerah
mitik jalan.
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Dengan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
ini yang merupakan penyempurnaan dari Organisasi Dinas
Pekerjaan Umum Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat 1II Surabaya Nomor 17 Tahun 1887 diharapkan
pengurusan pembangunan, pemeliharaan, perawatan, pengawasan,
pemanfaatan jalan dan saluran pematusan/saluran pengandali
banjir termasuk pompa banjir akan meningkat lebih baik dan
pada akhirnya akan menunjang kelancaran dan kenyamanan
pemakai jalan serta membebaskan Kota Surabaya dari genangan
air hujan dan banjir.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :
Pasal 1 s/d Pasal 3 : cukup jelas ;
Pasal 4 : Fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 huruf a dan b termasuk
dan berlaku juga terhadap kegiatan

perencanaan, pengawasan dan
pengendalian pembangunan prasana
tingkungan perumahan yang
ditaksanakan oleh pengembang
perumahan,

Pasal 5 s/d Pasal 14 : Cukup Jelas.

Pasal 15 ayat (1) : Pada ayat ini  di dalam  tugas
pembangunan jalan/jalan baru
sekaligus dipaketkan dengan

pembangunan Tampu penerangan jalan
umum  dengan maksud untuk efisiensi
dan penghematan biaya pembangunan.
Dalam penyusunan perenganaan,
pelaksanaan pembangunan 1ampu
penerangan jalan umum diharapkaan
tetap koordinasi dengan Dinas
Pertamanan dan Permakaman Daerah.
Setelah jalan selesai dibangun dan
sudah habis masa  pemeliharaan oleh
kontraktor, pengurusan selanjutnya
menjadi tugas Dinas Pertamanan dan
Permakaman Daerah.

ayat (2) : Pada ayat ini  di dalam tugas
peningkatan jalan sekaligus dipaket-
kan juga dengan peningkatan lampu

penarangan jalan umum. Dalam
peningkatan jalan harus banyak
memindahkan tiang listrik PLN,

telpon, Tampu penerangan jalan umum
dan sebagainya. Untuk kelancaran,
effektifitas dan penghematan beaya
juga ditangani oleh Dinas Pekerjaan
umum Bina Marga Daerah.

Setelah masa pemeliharaan dari
kontraktor selesai pengurusannya
menjadi tugas Dinas Pertamanan dan
Permakaman Daerah.



Pasal 15 ayat (3)
s/d Pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 ayat (1) : Yang dimaksud dengan rencana teknik
meliputi survey struktur dan fungsi
saluran serta topografi.

Pasal 21 ayat (2)
s/d Pasal 31 : Cukup jelas.

00000 **xx* DOOOO



BAGAN SUSUNAN ORGANISAS!
BINA MARGA DAN PENGENDALIAN BANJIR DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 SURABAVA
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LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA

DAERAH TINGKAT 1§ SURABAYA

NOMOR T1 10 TAHUN 1897
TANGGAL  : 25 FEBRUARI 1897
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAW
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT |1 SURABAYA

Ketua,

ttd.

N sesudi dengan asli
‘Dasrah
Bagla.n Hukun /

'f"‘-. y f{‘:_}_.
A .

Penata Tk.}
NIP. 510 038 885

WAL | KOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT |1 SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.
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